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PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAN PEMBAYARAN

DENDA AKIBAT KETERLAMBATAN

PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 17A

dan Pasal 17A.1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,

perlu ditetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan tentang Tata Cara Pembayaran Iuran

Jaminan Kesehatan dan Pembayaran Denda Akibat

Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4456);
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P

Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas

dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

KESEHATAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

JAMINAN KESEHATAN DAN PEMBAYARAN DENDA AKIBAT

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN

KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
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diberikan kepada setiap orang yang telah membayar

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang

selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan

hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan

program Jaminan Kesehatan.

3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia,

yang telah membayar iuran.

4. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang

yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi

kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan

Kesehatan.

5. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang

selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah

fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta

program Jaminan Kesehatan.

6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja

pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.

8. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang

bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,

badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan

tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang

mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji,

upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan

dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,

atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
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11. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif,

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau

Masyarakat.

12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang

selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan

yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang

bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi

rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan

dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

13. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah

Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus,

dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran

Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah.

14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

16. Virtual Account adalah nomor rekening virtual yang

disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk entitas dan

perorangan sebagai rekening tujuan dalam

pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.

17. Payment Point Online Bank yang selanjutnya disingkat

PPOB adalah saluran pembayaran iuran Peserta yang

disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai alternatif

pembayaran selain di bank.

18. Dokter Penanggung Jawab Pasien adalah dokter yang

bertugas mengelola rangkaian asuhan medis pasien pada
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saat mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas

Kesehatan Rawat Tingkat Lanjutan.

Pasal 2

Setiap Peserta wajib membayar iuran yang besarnya

ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu

jumlah nominal tertentu.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dilakukan oleh:

a. Pemerintah bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan;

b. Pemerintah Daerah bagi penduduk yang didaftarkan

oleh Pemerintah Daerah;

c. Pemberi Kerja dan Pekerja bagi Peserta Pekerja

Penerima Upah; dan

d. Peserta atau pihak lain atas nama Peserta bagi Peserta

Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan

Pekerja.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

tidak berlaku bagi:

a. penerima pensiun dari segmen:

1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak

pensiun;

2) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti

dengan hak pensiun;

3) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;

dan

4) janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima

pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a,

huruf b, dan huruf c yang mendapat hak pensiun.

b. Veteran dan Perintis Kemerdekaan.
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